




URGENSI AIR BERSIH DAN SANITASI DALAM KERANGKA ISU 
GLOBAL 
 
 Air bersih dan sanitasi merupakan dua unsur kebutuhan mendasar 
sekaligus penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bahkan air bersih dan 
sanitasi dapat dikatakan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam 
kehidupan sehari-hari pun tidak pernah terlepas dari penggunaan air, termasuk 
dalam hal ini adalah penggunaan air bersih. Namun, pada kenyataannya 
kebutuhan air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih sulit 
didapatkan. Ditambah lagi banyaknya  air limbah yang merupakan hasil akhir dari 
air bersih yang telah dikonsumsi oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Air 
limbah tersebut umumnya berasal dari limbah rumah tangga atau limbah domestik 
bukan dari limbah industri.  
Sekitar 6% sumber daya air Indonesia merupakan potensi penting yang 
secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indonesia mampu mewakili dunia 
dalam sektor kekayaan sumber daya air.45  Akan tetapi, kenyataan tersebut 
berbanding terbalik dengan kondisi sebagian daerah di Indonesia yang masih 
mengalami kekurangan air bersih, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa, 
Bali dan Sulawesi. Fenomena tersebut pada umumnya sering terjadi di kota-kota 
besar di Indonesia. Misalnya saja di Jakarta, cakupan air bersih saja hanya 
mencapai 60% dan sebanyak 40% masyarakat belum mendapatkan akses air 
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bersih.46 Penyediaan air bersih di Indonesia termasuk bukan masalah yang mudah. 
Padahal, negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya 
dalam konteks air bersih dan sanitasi.  
 Maka dari itu, berkaca dari masalah yang terjadi di Indonesia yang hingga 
kini masih memiliki persoalan terkait air bersih dan sanitasi yang belum 
mencakup seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Indonesia melakukan upaya 
untuk memenuhi kebutuhan akses air bersih dan sanitasi secara universal yang 
juga termasuk ke dalam salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. 
Pemerintah Indonesia melakukan kemitraan global bersama USAID IUWASH 
PLUS dalam bidang sanitasi dan air bersih serta menggandeng beberapa 
stakeholder lain, seperti kementerian lembaga, pemerintah daerah, filantropis dan  
pelaku  usaha, organisasi masyarakat dan media hingga akademisi dan pakar yang 
ahli di bidang sanitasi dan air bersih. 
2.1 Problem Sanitasi dan Air Bersih dalam Kerangka Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
 Sampai dengan akhir abad 20 persoalan air bersih masih menjadi beban 
dunia. Nampaknya  masalah air bersih akan terus menjadi persoalan yang tidak 
akan pernah hilang di dunia ini. Negara-negara di dunia kemudian meresponnya 
dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti 189 
negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan  Millenium 
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Development Goals (MDG’s). Salah satu target yang dibahas adalah mengatasi 
masalah air bersih dan sanitasi. Deklarasi Millenium tersebut memberikan 
indikasi bahwa masalah air bersih masih menjadi masalah besar dunia yang harus 
dihadapi bersama. Dalam MDGs, target untuk akses air bersih layak untuk 
masyarakat dunia sekitar 68,87% di tahun 2015 serta akses sanitasi layak di tahun  
2015 mencapai 62,41%. Akan tetapi, angka tersebut ternyata belum mencapai 
target di tahun 2012. Pada tahun 2012, akses air bersih masih mencapai 58,05% 
sedangkan akses sanitasi hanya 57,35%. Percepatan yang dibutuhkan harus lebih 
2% per tahunnya. 47  
Pada tahun 2015, 2,4 miliar orang masih menggunakan sanitasi yang 
belum diperbaiki termasuk  946 juta orang yang masih melakukan buang air besar 
sembarangan. Misalnya, kawasan Kaukasus dan  Asia Tengah, Asia Timur, Utara 
Afrika dan Asia Barat telah menggunakan setengah dari proporsi dari populasi 
tanpa akses ke sanitasi yang lebih baik.48 Asia Selatan memiliki cakupan garis 
dasar terendah pada tahun 1990 yakni mencapai 22 persen dan mencatat kenaikan 
terbesar dalam proporsi penggunaan sanitasi yang baik serta dapat mencapai 47 
persen pada tahun 2015. Sementara kemajuan global pada target ini  sudah mulai 
bertambah, sekitar 147 negara telah memenuhi target air minum, 95 negara telah 
memenuhi target sanitasi dan 77 negara telah bertemu keduanya.49 
 Pada tahun 2030, masyarakat di seluruh dunia akan dijamin kehidupannya dalam 
pemenuhan akses air minum aman yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan 
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Berkelanjutan.  Agenda tersebut sangat penting mengingat dunia kini ada pada 
momen dimana pembangunan berkelanjutan telah menjadi tantangan berat yang 
memengaruhi  kelangsungan hidup masyarakat di berbagai tempat serta 
biokapasitas yang tersedia di planet ini pun tidak lagi mendukung dan memenuhi 
penuh semua kebutuhan makhluk hidup. Dalam SDGs dinyatakan clean water 
and sanitation  ( air bersih dan  sanitasi ) sebagai poin keenam yang berarti bahwa  
dunia sepakat untuk mengadakan  program air bersih dengan harapan setiap orang 
dapat menikmati air bersih tersebut, termasuk Indonesia. Masalah air bersih juga 
sangat terkait dengan  tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kemiskinan, dunia 
tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, 
kesetaraan gender, energi bersih dan  terjangkau  hingga pentingnya kemitraan 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.  
Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan dua unsur penting dalam 
pemenuhan kebutuhan hidup manusia di bumi. Akan tetapi, hal tersebut tidak 
sejalan dengan kondisi di berbagai belahan dunia dalam mengatasi masalah air 
bersih dan sanitasi. Kondisi ekonomi dan sarana prasarana yang masih jauh dari 
kata layak memicu berbagai macam penyakit yang berakibat pada jutaan nyawa 
melayang akibat tidak diimbangi dengan pasokan air bersih yang cukup dan 
pembangunan sanitasi yang belum merata. Bahkan setiap harinya hampir 1.000 
anak meninggal dunia karena penyakit-penyakit yang terkait dengan buruknya 
kualitas air dan sanitasi. 
 Isu air bersih pada awalnya merupakan masalah lokal yang kemudian 




ditimbulkan adalah dapat mengancam  kesehatan global melalui penyebaran  
bakteri mematikan. Selain itu, isu tersebut juga menjadi penting mengingat 
banyak terjadi pula privatisasi air oleh swasta. Negara yang seharusnya hadir 
menyediakan air bersih untuk kebutuhan warga justru  melemparkan tanggung 
jawabnya pada korporat. Hal tersebut semakin membuat rumit upaya untuk 
menyediakan akses air bersih dengan kualitas yang baik bagi masyarakat. 
Menurut hasil penelitian World Research Institute (WRI) pada  2015 mengenai 
kondisi ketersediaan air bersih, ada proyeksi bahwa  pada  tahun 2040 ke depan 
dunia sudah berada dalam situasi krisis air bersih.50 Kebutuhan air akan 
meningkat pesat  per tahun karena adanya kebutuhan dari manusia, pertanian, dan 
industri. WRI juga mengingatkan bahwa perubahan iklim akan membuat beberapa 
area menjadi kering, sedangkan area lainnya semakin basah. Akibatnya, ada 
ancaman kekeringan dan banjir di mana kondisi keduanya tidak memberikan 
keuntungan bagi siapapun. 
WRI memetakan  negara-negara mana saja yang memiliki suplai air bersih 
cukup, sedang, hingga sangat kekurangan. Misalnya, negara-negara dengan suplai 
air bersih memadai adalah Kanada, Rusia, serta negara-negara Nordic seperti 
Finlandia dan Swedia. Sementara Indonesia, Filipina, Singapura, India, serta 
kawasan Timur Tengah akan berhadapan dengan krisis air bersih. Pada tahun 
2011 , dari sekitar dua ratus jutaan  penduduk Indonesia, baru 20% saja yang 
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memiliki akses terhadap air bersih dan lebih banyak di daerah perkotaaan. 
Sedangkan sisanya, yakni sekitar 80% rakyat Indonesia masih mengkonsumsi air 
yang tidak baik untuk kesehatan.  
 Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan keenam 
SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini 
sesungguhnya merupakan suatu  kesatuan. Dalam  penjelasan  mengenai tujuan 
enam, ditetapkan target atau sasaran capaian yang dijabarkan sebagai berikut:51 
a. Pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang 
aman dan terjangkau bagi semua; 
b. Pada tahun 2030, mencapai akses sanitasi dan  kebersihan yang memadai 
dan layak untuk semua, dan  mengakhiri buang air besar sembarangan 
(BABS), memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan 
anak perempuan dan orang-orang dalam situasi rentan; 
c. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, 
menghilangkan timbulan sampah serta mengurangi pembuangan bahan 
kimia berbahaya, dan mengurangi hingga separuh proporsi air limbah yang 
tidak ditangani serta meningkatkan guna ulang dan daur ulang aman secara 
global; 
d. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan 
air di semua sektor dan memastikan keberlangsungan pengambilan dan 
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pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial 
menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelangkaan air; 
e. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dan negara lain dalam 
upaya pengelolaan sumber daya air terpadu  
f. Upaya melestarikan ekosistem yang di dalamnya termasuk kekayaan alam, 
seperti air, hutan, pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, dan danau. 
g.  Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan pengembangan kapasitas 
dukungan internasional untuk negara-negara berkembang dalam kegiatan 
ataupun program yang berhubungan dengan air bersih dan sanitasi, 
termasuk pemeliharaan sumber air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air 
limbah, teknologi daur ulang dan guna ulang; 
h. Turut serta memberi dukungan terhadap masyarakat yang berperan dalam 
peningkatan kualitas anitasi dan air bersih di tahun 2030. 
2.1.1 Gambaran Umum Permasalahan Sanitasi di Indonesia 
 Di Indonesia masalah sanitasi menjadi masalah klasik yang tidak kunjung 
usai. Mengingat bahwa masalah sanitasi juga berkaitan erat dengan upaya 
peningkatan kesehatan serta pola hidup yang bersih. Dalam tingkat dunia 
permasalahan sanitasi dengan kualitas yang masih buruk, terdapat tiga negara 
yang menempati urutan teratas di tahun 2017 menurut World Health Organization 




kedua dan terakhir adalah Indonesia.52 Pernyataan tersebut membuktikan bahwa 
Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah dicanangkan sejak tahun 2000 
belum menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam  kelayakan sanitasi terutama 
pada segi peningkatan kualitas. Tentu saja hal tersebut menjadi prestasi yang 
cukup mengecewakan bahwa masyarakat Indonesia telah  gagal  mendapatkan 
akses sanitasi yang layak sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untuk mereka.  
 Kriteria sanitasi layak yang ingin dicapai meliputi pemenuhan akan 
kebutuhan masyarakat terhadap air bersih untuk aktivitas sehari-hari, sebab 
keduanya selalu berkaitan dan upaya peningkatan fasilitas memadai di sektor 
pembuangan limbah kotoran manusia yang apabila tidak ditingkatkan kualitasnya 
akan membawa dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan.53 Meskipun pada 
tahun 2015 rumah tangga bersanitasi layak rumah tangga hanya dapat mencapai 
62,14% atau  telah mencakup sekitar 40,76 juta rumah tangga), namun keadaan 
tersebut dirasa masih tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Berkaca dari 
MDGs, Pemerintah Indonesia kemudian melanjutkan upayanya meningkatkan 
kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Sustainable Development 
Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan 
tersebut dijabarkan ke dalam salah satu tujuan SDGs yang merupakan tujuan 
keenam dari 17 tujuan yang ada, yakni menjamin tersedianya air bersih dan 
sanitasi layak berkelanjutan untuk semua. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia 
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dengan persentase 33,06% sanitasi rumah tangga layak yang sekaligus menjadi 
provinsi dengan sanitasi terburuk di Indonesia serta tingkat kemiskinannya 
mencapai dua kali rata-rata nasional, diikuti oleh Provinsi Bengkulu dengan 
persentase akses sanitasi memadai masih mencapai 42,71% dan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dengan persentase 45,31%.54. Cukup banyak penduduk yang 
masih tidak memiliki akses layanan dasar dan hal tersebut menunjukkan bahwa 
pembangunan di sektor layanan sanitasi belum merata di Indonesia. Sekitar 68 
persen populasi di Papua memiliki akses ke air minum yang aman. 55 Berdasarkan 
data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, di perkotaan rumah tangga 
bersanitasi layak sebanyak 80,67%, sedangkan di perdesaan hanya 53,43% rumah 
tangga yang bersanitasi layak. Laju peningkatan perbaikan sanitasi masyarakat 
perdesaan  lebih lambat bila dibandingkan perkotaan karena masih kurangnya 
pengetahuan masyarakat perdesaan tentang pentingnya sanitasi yang bersih dan 
sehat serta akses fasilitas sanitasi yang belum memadai.  
 Kualitas sanitasi yang buruk di satu sisi juga dapat menimbulkan 
munculnya penyakit menular yang kemudian berpengaruh terhadap morbiditas 
masyarakat. Penyakit yang muncul tersebut dapat dengan mudah menyerang anak 
berusia di bawah lima tahun dan dari penularan penyakit itu anak-anak juga 
cenderung terkena risiko stunting yang menjadi penyebab utama terhambatnya 
pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Selain stunting, terdapat jenis penyakit lain 
yang disebabkan oleh akses sanitasi buruk dan minimnya air bersih yaitu diare. 
Penyakit diare telah menjadi salah satu penyakit berbahaya setelah penyakit 
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infeksi saluran pernapasan akut sebagai penyebab meninggalnya 100.000 bayi di 
Indonesia menurut hasil penelitian dari seorang konsultan air bersih dan sanitasi 
Bank Dunia, Jimmy Woodcock  tahun 2011.56  
Perilaku hidup bersih dan sehat dapat dikatakan ideal apabila masyarakat 
telah memenuhi syarat seperti memiliki fasilitas jamban sendiri yang memadai 
serta dilengkapi dengan tangki septik sebagai penampung sekaligus filtrasi. 
Masyarakat di Indonesia yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik di 
masing-masing rumah pun masih mencapai angka 63,32% berdasarkan pada data 
BPS tahun 2017. Artinya, diperkirakan sekitar sepertiga dari persentase tersebut 
masih ada warga yang belum memiliki fasilitas jamban sendiri yang memadai 
sehingga menimbulkan perilaku tidak sehat seperti buang air besar sembarangan 
di sungai. Sedangkan dampak dari perilaku buang air besar sembarangan di sungai 
juga menyebabkan tercemarnya kualitas sumber air seperti air sungai yang mana 
hal ini dapat dengan mudah menularkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, 
begitu pentingnya kepemilikan jamban di masing-masing rumah yang secara tidak 
langsung dapat membantu mengurangi dampak dari perilaku tidak sehat tersebut. 
Misalnya, di Indonesia masih pada perhatian serius terhadap Provinsi Papua yang 
menjadi provinsi dengan kepemilikan jamban sendiri dengan tangki septik paling 
rendah yang hanya dapat mencapai angka 29,50% di antara provinsi-provinsi lain. 
Tidak hanya Papua, hal ini serupa dengan permasalahan sanitasi buruk di 
Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur dengan capaian angka 40,65% dan 
Bengkulu dengan persentase kepemilikan jamban sendiri di masing-masing rumah 






tangga terendah 49,17%. Dengan mengetahui kondisi tersebut tentu ada kebijakan 
beserta upaya keras dari Pemerintah untuk menuntaskan masalah yang sebenarnya 
juga berakar dari kemiskinan, sehingga ini benar-benar menjadi tugas penting bagi 
Pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.  
Kerja keras dari Pemerintah terkadang juga menemui kerugian terutama 
dalam aspek ekonomi. Kerugian ekonomi tersebut telah mencapai sekitar Rp 56 
triliun per tahnunnya akibat dari sanitasi buruk yang diperoleh melalui hasil riset 
Bank Dunia dalam Water and Sanitation Programme tahun 2013. Kerugian 
tersebut disebabkan beberapa faktor yang terjadi di lingkungan, seperti, mahalnya 
air bersih untuk didapatkan sebagai kebutuhan sehari-hari,  menurunnya kualitas 
air dan  tanah akibat pembangunan besar-besaran dan  pembangunan sanitasi yang 
belum merata. Sedangkan  di tingkat ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 
sembilan terbawah dari 11 negara ASEAN dengan kualitas sanitasi dan akses air 
bersih yang masih buruk menurut United States Agency for International 
Development (USAID) Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene 
Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS).57 Dibandingkan negara 
terdekat Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing telah 
mencapai 100% akses perpipaan sanitasi dan air serta 0% BABS yang tentunya 
jauh dengan sistem sanitasi perpipaan di Indonesia sekitar 33% dan BABS dengan 
persentase 13% sebagai kebiasaan masyarakat Indonesia yang sedikit sulit 
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dihilangkan.58 Air bersih yang menjadi bagian dari sanitasi menjadi barang yang 
mahal bagi masyarakat dari segi ekonomi. Hal tersebut sangat berdampak pada 
aspek ekonomi terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin yang mana 
mereka merupakan kelompok yang paling sulit mendapat akses air bersih yang 
seharusnya tidak membutuhkan banyak biaya untuk menikmatinya. Selain itu, 
masyarakat miskin juga sangat rentan akan kondisi yang tidak sehat tersebut 
apabila mereka benar-benar tidak cukup biaya untuk membeli air bersih.  
2.1.2  Ketersediaan Air di Indonesia 
 Indonesia merupakan negara yang kaya dengan air yang dalam hal ini 
dikarenakan Indonesia merupakan negara perairan yang bahkan hampir dari dua 
pertiga wilayahnya adalah perairan. Dari kelebihan yang dimiliki tersebut, 
Indonesia memiliki potensi sumber daya air sekitar 3,9 trilyun meter kubik per 
tahun yang dapat digunakan dalam berbagai sektor kehidupan manusia, antara lain 
sebagai pembangkit listrik,sumber kehidupan bagi masyarakat perkotaan maupun 
pedesaan, pertanian hingga industri.59 Akan tetapi, dari sekian banyak potensi 
sumber daya air yang dimiliki oleh Indonesia tersebut masih rendahnya tingkat 
pengelolaan terhadap sumber daya air untuk sumber kehidupan. Setiap tahunnya 
hanya ada sekitar 691,3 juta meter kubik dari 3,9 trilyun meter kubik sumber daya 
air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.60 
 Sumber air tawar di Indonesia yang memiliki iklim tropika basah 
sepenuhnya berasal dari air hujan.  Sekitar 30 persen air hujan  menjadi sumber air 
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yang potensial tertampung pada danau alam, danau buatan, waduk-waduk, rawa-
rawa dan sebagiannya meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Sedangkan 70 
persen air hujan menjadi aliran air permukaan yang masuk ke sungai-sungai dan 
sebagian terbuang percuma ke laut.61 Kondisi tersebut sungguh disayangkan, 
sebab ketersediaan air hujan tidak dijumpai sepanjang tahun, sementara kebutuhan 
air juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk 
Indonesia.  Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan ketimpangan yang 
mendorong manusia untuk mengekploitasi sumber daya air berlebihan yang ke 
depannya juga berdampak pada menurunnya kualitas air dan tanah. Tidak hanya 
dari faktor ulah manusia, namun ada faktor lain seperti perubahan iklim yang kian 
meluas dan jika dibiarkan begitu saja dapat menyebabkan bencana alam, seperti 
banjir, tanah longsor hingga kekeringan di beberapa wilayah. Ketersediaan air di 
Indonesia bergantung pada dua musim yang dimiliki Indonesia. Pada musim 
hujan misalnya, jumlah air yang tersedia sangat melebihi yang diharapkan bahkan 
dapat menyebabkan bencana banjir sewaktu-waktu. Berbeda jauh dengan kondisi 
ketika musim kemarau, ketersediaan air merosot tajam sehingga dapat 
menyebabkan terjadinya kekeringan. 
 Kondisi yang dijelaskan di atas disebabkan oleh dua faktor, pertama dapat 
disebabkan oleh tidak meratanya distribusi sumber air di wilayah Indonesia. 
Contohnya terjadi kesenjangan atau ketidakmerataan antara Pulau Kalimantan 
dengan potensi ketersediaan air 33,6 % jauh dibandingkan dengan potensi sumber 
                                                          




air di Jawa yaitu hanya mencapai 4,2 %.62 Kondisi tersebut tentu berlawanan 
dengan jumlah penduduk di Jawa yang paling padat dari pulau lain dan terus 
meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah sumber daya air yang 
tersedia. Padahal, jumlah penduduk yang besar berbanding lurus dengan 
peningkatan kebutuhan air yang juga semakin banyak. Sebagai negara dengan 
penduduk terpadat posisi keempat di dunia, ketersediaan air bersih yang belum 
merata menjadi isu penting, sebab secara tidak langsung juga memengaruhi segala 
aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat. Selain 
itu, kemudahan masyarakat untuk mengakses air bersih juga diyakini sebagai cara 
untuk memutus rantai kemiskinan. Akan tetapi, hal tersebut berlawanan dengan 
peningkatan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir yang tidak diimbangi 
dengan pemerataan akses air bersih dan dampaknya ada sebanyak 33,4 juta 
penduduk kekurangan air bersih.63  
 Faktor kedua juga disebabkan oleh masih kurangnya kapasitas 
penampungan air. Sebab, rata-rata curah hujan di Indonesia cukup tinggi dan 
setiap tahunnya hamper mencapai 2.500 mm. Solusi yang dibutuhkan untuk 
mengatasi hal tersebut ialah seperti peningkatan kapasitas penampungan air 
meliputi sungai, danau, bendungan atau waduk. Melihat dari garis besar 
permasalahan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dalam 
kesehariannya juga mengonsumsi atau bahkan memanfaatkan air bekas untuk 
keperluan lain yang mana air tersebut adalah air yang sebelumnya berasal dari 
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aktivitas warga seperti cuci baju, memasak, buang air kecil atau besar dan lain 
sebagainya tanpa ada septic tank yang mampu menahannya. Tentu saja seluruh 
masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi telah memanfaatkan air 
bekas untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Air bersih dianggap sangat krusial 























Persentase Frekuensi Rumah Tangga Memanfaatkan Air Bekas untuk 
Keperluan Lain berdasarkan Provinsi, 2017 
Provinsi 
Seberapa sering rumah tangga memanfaatkan air bekas 
untuk keperluan lain (%) 
Tidak Pernah Kadang-kadang Sering Selalu Jumlah 
Aceh 72,84 23,78 2,47 0,92 100,00 
Sumatera Utara 71,65 19,75 5,62 2,97 100,00 
Sumatera Barat 82,65 13,02 2,39 1,94 100,00 
Riau 75,13 18,65 3,89 2,33 100,00 
Jambi 75,51 18,09 4,70 1,70 100,00 
Sumatera Selatan 70,96 23,12 3,86 2,05 100,00 
Bengkulu 84,42 11,98 1,99 1,60 100,00 
Lampung 68,48 22,21 6,57 2,74 100,00 
Kepulauan Bangka Belitung 59,11 25,50 10,43 4,96 100,00 
Kepulauan Riau 76,94 15,53 4,70 2,83 100,00 
DKI Jakarta 71,46 20,79 5,25 2,50 100,00 
Jawa Barat 60,63 29,70 6,37 3,31 100,00 
Jawa Tengah 64,78 23,89 7,39 3,94 100,00 
DI Yogyakarta 59,40 25,65 10,54 4,41 100,00 
Jawa Timur 61,04 27,49 6,71 4,76 100,00 
Banten 63,34 29,35 6,07 1,23 100,00 
Bali 52,19 24,18 13,40 10,23 100,00 
Nusa Tenggara Barat 58,57 27,54 10,48 3,41 100,00 
Nusa Tenggara Timur 24,26 24,71 26,35 24,67 100,00 
Kalimantan Barat 76,37 17,75 4,03 1,85 100,00 
Kalimantan Tengah 73,93 18,70 5,28 2,09 100,00 
Kalimantan Selatan 78,39 16,57 2,58 2,46 100,00 
Kalimantan Timur 70,61 22,84 5,45 1,10 100,00 
Kalimantan Utara 72,77 11,88 12,53 2,82 100,00 
Sulawesi Utara 64,21 23,37 6,55 5,88 100,00 
Sulawesi Tengah 81,02 13,42 3,49 2,07 100,00 
Sulawesi Selatan 69,70 20,42 5,89 3,98 100,00 
Sulawesi Tenggara 78,44 14,03 5,38 2,15 100,00 
Gorontalo 82,69 12,53 3,25 1,53 100,00 
Sulawesi Barat 80,99 13,45 4,30 1,26 100,00 
Maluku 67,53 20,67 8,65 3,15 100,00 
Maluku Utara 85,02 10,02 2,53 2,42 100,00 




Papua 65,08 26,40 6,52 2,00 100,00 
Indonesia 65,56 24,18 6,56 3,70 100,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik Persentase Frekuensi Rumah Tangga Memanfaatkan Air Bekas 
Untuk Keperluan Lain Berdasarkan Provinsi, 2017  
2.1.3 Dampak Kualitas Air yang Buruk serta Sanitasi yang Tidak Layak 
 Penyediaan air minum yang bersih dan aman serta fasilitas sanitasi yang 
memadai di Indonesia sayangnya masih belum dijadikan sebagai prioritas 
pembangunan. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi tetap menjadi 
tantangan serius, terutama di daerah kumuh perkotaan dan pedesaan. Padahal 
kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang memadai dapat meningkatkan 
kemungkinan orang terkena penyakit kulit atau penyakit-penyakit lainnya yang 
ditularkan melalui air. Kondisi sanitasi serta perilaku hygiene di perkotaan tidak 
lebih baik dari pedesaan dan juga lebih rumit dikarenakan  karakteristik 
masyarakat yang lebih beragam dan dinamis. Bahkan permasalahan-permasalahan 
tersebut ditunjukkan dengan : pipa saluran air PDAM yang bocor di dalam got, 
keterbatasan ruang untuk membangun tangki septik serta melakukan penyedotan 
lumpur tinja secara aman dan terjadwal, meskipun sudah ada WC di rumah  tapi 
limbah masih sering disalurkan ke sungai dan  intervensi di perkotaan jauh lebih 
rumit karena masyarakat dianggap lebih dekat dengan sumber daya pendukung. 64 
Kegagalan untuk mempromosikan perubahan perilaku ke arah pola hidup 
sehat dan higienis, khususnya di kalangan keluarga berpenghasilan rendah dan 
penghuni permukiman kumuh, turut semakin memperburuk dampak terhadap 
kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Perhatian  terbesar terkait dengan 
akses air yang buruk dengan risiko kontaminasi yang tinggi adalah kemunculan 
                                                          




berbagai penyakit. Apalagi tinja menjadi sumber penyakit karena mengandung 
puluhan miliar mikroba, seperti bakteri E. coli, Salmonela, virus Hepatitis dan 
ribuan telur cacing lainnya yang tentunya memiliki risiko bagi kesehatan manusia, 
terutama anak-anak. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dan sanitasi 
yang buruk diantaranya seperti diare, disentri, kolera, tifoid, hepatitis, tifus, 
demam berdarah, malaria, kudis, infeksi pencernaan atau  usus, penyakit 
pernapasan kronis dan leptospirosis. Dari berbagai penyakit tersebut, diare 
menempati posisi tertinggi sebagai kasus penyakit yang paling banyak ditemui. 
 Kompleksitas permasalahan dari kondisi sanitasi yang tidak memadai, air 
minum yang tidak aman, serta perilaku  kebersihan yang buruk telah 
menyebabkan 88% kematian anak-anak akibat diare di seluruh dunia. 65 
Sementara itu, bagi anak-anak yang masih bertahan hidup, mereka juga harus 
menghadapi risiko terserang penyakit baru yang berhubungan dengan gizi. Hal 
tersebut tentu dapat menghalangi anak-anak untuk dapat  mencapai potensi 
maksimal tumbuh kembang mereka. Dalam  jangka panjang, apabila tidak segera 
ditangani, kondisi tersebut dapat menimbulkan implikasi yang sangat serius 
terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemampuan produktif suatu bangsa di 
masa mendatang. 
 Penyakit diare masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak 
Indonesia yang berusia di bawah lima tahun. Munculnya penyakit diare juga 
diakibatkan oleh konsumsi jenis air yang biasa digunakan. Sekitar 34% diare lebih 
banyak diderita oleh anak-anak dengan konsumsi air minum dari sumur terbuka 
                                                          




dan 66% merupakan anak-anak dari keluarga yang terbiasa melakukan buang air 
besar sembarangan di sungai. Dalam  hal ini peran penting kebersihan dan 
kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak dan air minum yang aman sering 
kali diabaikan. Padahal kematian dan penyakit yang disebabkan oleh diare 
sebenarnya dapat dicegah dengan cara-cara sederhana. Misalnya dengan mencuci 
tangan secara tepat dengan menggunakan sabun dapat mengurangi risiko penyakit 
diare sebesar 42 - 47%, bahkan tanpa perbaikan pada sistem pengairan dan 
sanitasi. Selain itu buang air besar di tempat terbuka (open defecation free) masih 
merupakan masalah sosial dan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian 
segera. Sekitar 41 juta orang atau 17%  rumah tangga masih melakukan praktik 
buang air besar di tempat terbuka. Angka ini meliputi lebih dari sepertiga 
penduduk di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat 
dan Kalimantan Barat.  
 Terdapat juga beberapa penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk 
yang berkaitan dengan air seperti malaria, demam  berdarah, chikungunya, dan 
filariasis. Malaria adalah penyakit yang paling sering ditularkan oleh nyamuk 
Anopheles betina yang terinfeksi. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensi 
malaria tahun 2013 adalah 6,0%. Lima provinsi dengan insiden dan prevalensi 
tertinggi adalah Papua (9,8% dan 28,6%), Nusa Tenggara Timur (6,8% dan 
23,3%), Papua Barat (6,7% dan 19,4%), Sulawesi Tengah (5,1% dan 12,5%), dan 
Maluku (3,8% dan 10,7%).66 Dari 33 provinsi di Indonesia, 15 provinsi 
mempunyai prevalensi malaria di atas angka nasional, sebagian besar berada di 





Indonesia Timur. Selain malaria, demam berdarah atau demam berdarah dengue 
(DBD) juga perlu diwaspadai. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh 
virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Di Indonesia sendiri, virus ini ditularkan 
oleh dua jenis nyamuk demam berdarah betina, yaitu Aedes aegypti sebagai 
vektor utama dan Aedes albopictus sebagai vektor sekunder. Menurut hasil 
Riskedas, prevalensi nasional Demam Berdarah Dengue (berdasarkan diagnosis 
tenaga kesehatan dan keluhan responden) adalah 0,62%. Sebanyak 12 provinsi 
mempunyai prevalensi Demam Berdarah Dengue (DB) di atas prevalensi 
nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.67 
Penyakit lain yang terkait dengan gigitan nyamuk adalah filariasis. 
Filariasis atau yang biasa dikenal juga dengan penyakit kaki gajah merupakan 
penyakit kronis yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Umumnya penyakit ini 
diketahui setelah timbul gejala klinis kronis dan kecacatan. Prevalensi nasional 
Filariasis (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan responden) 
berdasarkan Riskesdas adalah 0,11%. Sebanyak 8 provinsi mempunyai prevalensi 
Filariasis di atas prevalensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, 
Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, 
Gorontalo, Papua Barat dan Papua. 
 





2.2 Kepedulian USAID Terhadap Isu Air dan Sanitasi Secara Global Melalui 
IUWASH PLUS  
 Sebagai  Global Water Strategy ( Strategi air global) Amerika Serikat 
melalui United States Agency for International Development (USAID), negara 
tersebut memiliki perhatian penuh pada tantangan dunia terkait dengan isu air 
bersih dan sanitasi. Terutama melihat pada semakin maraknya krisis air bersih 
yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pemerintah Amerika Serikat memiliki 
sebuah agen atau badan  pembangunan internasional yang merupakan cabang dari 
lembaga eksekutif yang memiliki peran untuk ikut membantu menjawab 
tantangan dunia akan krisis air bersih dan perbaikan sanitasi yang layak bagi 
semua. Adanya krisis air global yang sedang tumbuh yang dapat meningkatkan 
penyakit, melemahkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan rasa tidak aman dan 
kegagalan negara, dan umumnya mengurangi kapasitas negara-negara untuk 
memajukan prioritas yang mendukung kepentingan  nasional A.S.68 Untuk 
mengatasi tantangan tersebut dan berkontribusi pada dunia yang lebih sehat, lebih 
aman, dan lebih makmur, Amerika Serikat bekerja untuk mendukung dunia yang 
aman air di mana orang memiliki persediaan air yang berkelanjutan dengan 
jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, ekonomi, 
dan ekosistem sementara mengelola risiko dari banjir dan kekeringan. Ada pun 
empat tujuan strategisnya :  
 Meningkatkan akses berkelanjutan ke air minum yang aman dan layanan  
sanitasi, dan adopsi perilaku kebersihan utama; 
                                                          




 Mendorong manajemen yang baik dan  perlindungan sumber daya air 
tawar; 
 Mempromosikan kerja sama di perairan bersama; dan, 
 Memperkuat tata kelola, pembiayaan, dan kelembagaan sektor air. 
 Untuk mencapai tujuan di atas, Amerika Serikat sebagai negara pemberi 
bantuan luar negeri memberikan bantuan teknis kepada negara-negara 
berkembang di dunia; melakukan investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur 
dan layanan berkelanjutan; mempromosikan sains, teknologi, dan informasi; 
memobilisasi sumber daya keuangan; terlibat secara diplomatis; dan, memperkuat 
kemitraan dan organisasi antar pemerintah. Tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui 
bantuan langsung ke negara-negara yang membutuhkan bantuan, keterlibatan 
ilmiah dan teknis, dan dukungan untuk organisasi, lembaga, dan kemitraan 
internasional. Bantuan asing yang disalurkan  hanya dapat menyediakan sebagian 
kecil dari dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi 
secara global dan harus digunakan secara strategis untuk memobilisasi sumber 
daya keuangan dari pemerintah negara donor, sektor swasta, dan pasar modal. 
Amerika Serikat memfokuskan upayanya pada negara dan wilayah di mana 
kebutuhan dan peluang terbesarnya Amerika Serikat terlibat. Lebih dari 17 
lembaga dan departemen Pemerintah AS berkontribusi terhadap pengembangan 
strategi ini.  
 Air bersih dan sanitasi sangat penting bagi kesehatan manusia, 
pembangunan ekonomi, perdamaian dan keamanan. Secara global, tiga dari 




sepuluh orang mengalami kekurangan sanitasi yang aman. Kelangkaan air 
diperkirakan akan meningkat pada tahun-tahun dan dekade mendatang. Dua 
pertiga populasi dunia yang diprediksi akan hidup dalam kondisi yang tertekan air 
pada tahun 2025. Tantangan-tantangan tersebut tentu memiliki potensi untuk 
menyebarkan penyakit, merusak pembangunan ekonomi, memperburuk tekanan 
migrasi, meningkatkan kerusuhan sipil, mengurangi peluang perdagangan dan 
ekspor, dan  mencegah negara-negara untuk memajukan kebijakan dan program 
yang penting bagi Amerika Serikat. 
 Implementasi Global Water Strategy (Strategi Air Global) 
dikoordinasikan di Washington, D.C. melalui Kelompok Kerja Air Antarlembaga, 
dan di negara tuan rumah  melalui misi Pemerintah Amerika Serikat. Untuk 
mendukung Strategi Air Global, USAID memiliki upaya untuk memberi 15 juta 
orang akses berkelanjutan ke layanan  air minum yang aman, dan delapan juta 
orang akses berkelanjutan ke layanan sanitasi.69 Melalui Undang-Undang Air 
untuk Dunia, Pemerintah Amerika Serikat juga meningkatkan kondisi Water 
Sanitation and Hygiene  (WASH) di Indonesia, sebagai negara prioritas bagi 
United States Agency for International Development (USAID) untuk 
mendapatkan bantuan di sektor air bersih dan sanitasi.  
2.3 Problem Air Bersih dan Sanitasi di Kota Malang  
 Tidak hanya menjadi isu global yang kemudian menyita perhatian 
berbagai aktor baik itu aktor negara maupun non negara di dunia, melainkan hal 
ini juga menjadi persoalan yang cukup serius dan menjadi tanggung jawab bagi  





masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Maka dari itu, wujud tanggung 
jawab tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah pembangunan yang 
dilaksanakan di masing-masing daerah di Indonesia sesuai dengan masalah yang 
dihadapi di daerah tersebut. Pada era seperti saat ini, pembangunan telah 
melibatkan peran serta masyarakat, terutama dalam pembangunan dalam aspek 
sanitasi dan air bersih, mengingat bahwa kebutuhan akan air bersih dan sanitasi 
merupakan hak setiap manusia.  
Seringkali sektor sanitasi dan higiene lebih dianggap sebagai isu pinggiran 
(marginal) atau  isu tambahan yang sulit memperoleh posisi prioritas dalam 
agenda pembangunan daerah.  Isu terkait dengan sektor sanitasi dan air bersih juga 
menjadi salah satu agenda utama dalam perwujudan pembangunan global/dunia 
yakni Millenium Development Goals (MDG’s) dan Sustainable Development 
Goals (SDG’s). Untuk mendukung agenda global  tersebut, pembangunan sektor 
sanitasi saat ini mulai diperhatikan dengan baik oleh  pemerintah pusat/nasional 
yang termuat sebagai salah satu arahan dalam kebijakan  nasional yakni RPJMN 
2015-2019, dimana pemerintah pusat menyusun program dengan target capaian 
100% masyarakat dapat mengakses air minum, 0% keberadaan kawasan 
permukiman kumuh serta 100% masyarakat dapat mengakses sanitasi yang layak 
yang disebut dengan program akses universal 100-0-100. Untuk kondisi nasional 
capaian eksisting air limbah sebesar 62,14%, untuk persampahan  86,37%, dan 
untuk drainase sebesar 57,90%. Capaian tahun 2015 sanitasi di Jawa Timur 




adalah  fokus penelitian dalam tulisan ini untuk mendeskripsikan kondisi sanitasi 
beserta akses air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
Akses sanitasi Kota Malang berdasarkan Susenas 2014 sebesar 83,8%. 
Sementara itu berdasar data BPS Kota Malang tahun 2013, capaian eksisting dari 
akses masyarakat terhadap air minum sebesar 67%, penanganan kumuh sebesar 
11,6% dan akses sanitasi layak sebesar 59%. 70 Permasalahan sanitasi erat 
kaitannya dengan perilaku buruk masyarakat Buang Air Besar Sembarangan di 
tempat terbuka. Perilaku BABS tersebut untuk wilayah Kota Malang, Kabupaten 
Malang dan Kota Batu ternyata masih berada pada angka yang memprihatinkan. 
Masih terdapat sekitar ratusan ribu masyarakat Malang Raya yang melakukan 
buang air besar sembarangan. Sekitar 57 ribu warga Kota Malang yang masih 
melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan di tempat terbuka menurut data 
yang dilansir oleh JawaPos.com.71 Apabila diterjemahkan ke dalam bentuk 
persentase, maka dari 57 ribu tersebut berarti mencapai persentase 6,4 persen yang 
diperoleh dari total penduduk Kota Malang yaitu 900 ribu jiwa. Perilaku BABS 
tersebut sangat berpengaruh terhadap aspek kebersihan dan kesehatan yang ke 
depannya juga akan menimbulkan penyakit. Sementara itu, kualitas air sungai di 
Kota Malang juga banyak tercemar oleh perilaku buruk masyarakat. Padahal 
sungai masih menjadi sumber bagi penduduk Kota Malang untuk memenuhi 
kelangsungan hidup mereka, seperti mencuci dan memasak. Maka dapat 
dibayangkan jika sungai menjadi tempat yang penuh dengan kotoran dari buang 
                                                          
70 Strategi Sanitasi Kota Malang 2016 
71
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hajat penduduk setempat yang sebagian besar dari mereka memang masih belum 
memiliki fasilitas jamban rumah tangga yang memadai. Dalam skala daerah, Kota 
Malang menjadi kota yang cukup baik dalam penanganan kawasan kumuh, 
sanitasi serta air bersih, sehingga pada kesempatan lain Kota Malang mendapat 
sebuah penghargaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terutama upaya 
Kota Malang dalam capaian akses universal 100-0-100 yang juga dinilai dari segi 
akses air bersihnya telah terlampau baik dengan capaian 90 persen.72 Akan tetapi, 
masih terdapat pekerjaan lain yang perlu ditingkatkan oleh Kota Malang yang 
tidak lain adalah masalah sanitasi yang ternyata masih berada di bawah Kabupaten 
Malang dan Kota Batu.  Peran  pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat serta 
sinergi stakeholders terkait yang ada di Kota Malang cukup diperlukan dalam  
mewujudkan program pembangunan sanitasi tersebut. 
 Pada tahun 2013 capaian layanan air minum bersih dan dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat masih pada angka 67,7%  melalui air perpipaan 
maupun non perpipaan. Sedangkan angka 59,7% masih diraih dalam hal capaian 
sanitasi layak dan ini mengindikasikan bahwa target tersebut masih jauh dari 
harapan target MDGs, yakni 68,87% sektor air minum dan angka 62,4% sektor 
sanitasi. Persentase rumah tangga menurut penggunaan sumber air minum layak 
dan tidak layak di Kota Malang sendiri 89,75% layak sedangkan 10,25%  adalah 
sumber air minum yang tidak layak konsumsi dari target 100 persen.73 Berikut 
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tabel persentase rumah tangga menurut penggunaan sumber air minum layak dan 
tidak layak menurut kabupaten/kota di Jawa Timur : 
Tabel 2.2 
Persentase rumah tangga menurut penggunaan sumber air minum layak dan 
tidak layak menurut kabupaten/kota di Jawa Timur 2015 
Kabupaten/Kota Layak Tidak Layak Jumlah   
Kabu         
01. Pacitan                                            60.53                                    39.47                                          100.00 
02. Ponorogo                                            75.36                                    24.64                                          100.00 
03. Trenggalek                                            51.09                                    48.91                                          100.00 
04. Tulungagung                                            74.87                                    25.13                                          100.00 
05. Blitar                                            74.40                                    25.60                                          100.00 
06. Kediri                                            68.63                                    31.37                                          100.00 
07. Malang                                            75.41                                    24.59                                          100.00 
08. Lumajang                                            64.89                                    35.11                                          100.00 
09. Jember                                            68.96                                    31.04                                          100.00 
10. Banyuwangi                                            70.43                                    29.57                                          100.00 
11. Bondowoso                                            63.44                                    36.56                                          100.00 
12. Situbondo                                            54.94                                    45.06                                          100.00 
13. Probolinggo                                            66.96                                    33.04                                          100.00 
14. Pasuruan                                            67.46                                    32.54                                          100.00 
15. Sidoarjo                                            94.19                                       5.81                                          100.00 
16. Mojokerto                                            74.99                                    25.01                                          100.00 
17. Jombang                                            77.41                                    22.59                                          100.00 
18. Nganjuk                                            72.94                                    27.06                                          100.00 
19. Madiun                                            83.64                                    16.36                                          100.00 
20. Magetan                                            95.11                                       4.89                                          100.00 
21. Ngawi                                            80.65                                    19.35                                          100.00 
22. Bojonegoro                                            80.85                                    19.15                                          100.00 
23. Tuban                                            83.03                                    16.97                                          100.00 
24. Lamongan                                            81.03                                    18.97                                          100.00 
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25. Gresik                                            90.38                                       9.62                                          100.00 
26. Bangkalan                                            63.69                                    36.31                                          100.00 
27. Sampang                                            79.08                                    20.92                                          100.00 
28. Pamekasan                                            79.72                                    20.28                                          100.00 
29. Sumenep                                            75.26                                    24.74                                          100.00 
Kota       
71. Kota Kediri                                            56.48                                    43.52                                          100.00 
72. Kota Blitar                                            64.24                                    35.76                                          100.00 
73. Kota Malang                                            89.75                                    10.25                                          100.00 
74. Kota Probolinggo                                            83.96                                    16.04                                          100.00 
75. Kota Pasuruan                                            88.49                                    11.51                                          100.00 
76. Kota Mojokerto                                            77.73                                    22.27                                          100.00 
77. Kota Madiun                                            95.13                                       4.87                                          100.00 
78. Kota Surabaya                                            97.21                                       2.79                                          100.00 
79. Kota Batu                                            85.36                                    14.64                                          100.00 
Jawa Timur                                            76.64                                    23.36                                          100.00 
Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 BPS Provinsi Jatim 
  
 
 Maksud dari tabel di atas adalah menunjukkan tingkat persentase 
capaian dalam penggunaan sumber air minum bersih dan tidak layak dari setiap 
kabupaten/kota di Jawa Timur dengan target yang ditetapkan yakni angka 100. 
Dilihat dari angka-angka tersebut kebutuhan masyarakat Jawa Timur terhadap air 
bersih beragam di masing-masih daerah, semakin tinggi angka persentasenya 
maka kualitas air minum di daerah tersebut sudah berada pada tingkat aman untuk 
dikonsumsi. Kota Malang dalam tabel di atas pada tahun 2015 telah mencapai 
angka yang cukup bagus dalam kualitas air minum yakni 89,75 persen. Hal 
tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah beserta stakeholders 
lainnya berhasil melampaui target dari MDGs yang kemudian akan terus ditingkat 
dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
 Daerah perkotaan menjadi kawasan yang rentan akan  permasalahan  




kualitas air dan sanitasi yang buruk dapat memicu peningkatan kawasan kumuh 
perkotaan yang didasari pada tingginya tingkat urbanisasi di Kota Malang yang 
seiring dengan pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. 
Masyarakat yang melakukan urbanisasi tersebut pada umumnya ialah kelompok 
masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan rata-rata dari mereka 
juga kurang dibekali ketermapilan yang memadai untuk mencari pekerjaan. Maka 
dari itu, dengan penghasilan yang masih rendah, masyarakat urban tersebut 
akhirnya bertempat tinggal di kawasan kota yang tidak legal, misal di pinggir 
sungai atau  rel kereta api yang kemudian berdampak pada munculnya kawasan 
permukiman padat dan kumuh.. Sementara itu, akses sanitasi yang buruk banyak 
ditemui di kawasan-kawasan kumuh perkotaan. Tentu  saja kawasan tersebut 
selain illegal, juga akses air bersih serta sanitasi yang layak masih sangat sulit, 
sampah yang menumpuk mencemari drainase dan tanah-tanah juga mulai terkikis 
untuk bangunan kumuh tersebut. Sementara itu, di Kota Malang lahan kumuh 
dapat terlihat pada kawasan bantaran sungai Kali Brantas, dimana  kepadatan  
penduduk cukup tinggi dan berpengaruh terhadap akses berbagai sarana sanitasi 
menjadi sangat minim sehingga masyarakat setempat cenderung untuk melakukan 
aktivitas sanitasi langsung ke Sungai Brantas. Meskipun masyarakat memiliki 
jamban, namun keluaran dari jamban (tinja) tersebut tidak dilakukan pengolahan 
yang  kemudian langsung dibuang begitu saja ke Sungai Brantas yang dapat 
menimbulkan dampak mencemari lingkungan dan meningkatkan wabah penyakit. 
Dengan kata lain, masyarakat miskin perkotaan di kawasan   kumuh di Kota 




satunya dengan pengadaan tangki septik yang berfungsi agar tinja tidak 
mencemari sumber air, lingkungan dan menjadi sumber penyakit.  
 Kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman dengan 
kondisi bangunan dan lingkungan yang buruk. Kawasan tersebut pada umumnya 
memiliki tingkat kepadatan bangunan dan penduduk yang lebih tinggi dari 
kawasan kampung biasa dan bertempat di sepanjang aliran Sungai Brantas, sekitar 
rel kereta api dan juga pada beberapa kawasan kampung lainnya. Kondisi 
kawasan tersebut juga dikategorikan kurang bahkan tidak layak huni.  Berikut 
sebaran kawasan-kawasan kumuh di Kota Malang, meliputi:74 
 Kawasan permukiman kumuh yang terdapat di sepanjang pinggiran DAS 
Brantas pada sebagian Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Samaan, 
Kelurahan Oro-oro Dowo, Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Polehan, 
Kelurahan  Jodipan, Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan Mergosono. 
Selain itu, ada pula yang menempati sepanjang pinggiran Sungai Amprong 
yaitu pada sebagian Kelurahan Madyapuro dan Kelurahan Lesanpuro. 
 Kawasan-kawasan permukiman yang ada di sepanjang rel kereta api yakni 
yang lokasinya berada di Kelurahan Kota Lama, Ciptomulyo, Klojen, 
Rampal Celaket, Purwantoro, Kebonsari, Polowijen, Blimbing dan 
Purwodadi.  
 Program KOTAKU menjadi salah satu upaya strategis Direktorat 
Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka 
meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran  pemerintah daerah 
                                                          




sebagai nahkoda  dalam  percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 
100-0-100 di perkotaan 2016-2020. KOTAKU merupakan sinergi platform 
kolaborasi antara pemerintah daerah beserta pemangku  kepentingan lainnya di 
kabupaten/kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk 
mempercepat peningkatan kualitas permukiman perkotaan dan gerakan 100-0-100 
dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan 
berkelanjutan. 75 Masyarakat dalam program  KOTAKU tersebut menjadi basis 
yang mana mereka adalah kelompok yang aktif dalam menjalankan program  
tersebut demi terciptanya  lingkungan permukiman yang bersih dan tertata. 
Sedangkan pemerintah atau dalam hal ini adalah dinas Pekerjaan Umum (PU)  
memberikan edukasi dan membina masyarakat agar peran masyarakat juga terlihat 
dalam rancangan pembangunan kawasan kumuh permukiman. 
 Suatu permukiman dikatakan kumuh apabila memenuhi aspek sebagai 
berikut:76 
1. Dari kepadatan bangunan 
2. Kondisi jalan lingkungan yang rusak 
3. Kondisi drainase lingkungan yang tidak berjalan lancer 
4. Kondisi penyediaan air minum yang tidak higienis 
5. Kondisi pengelolaan limbah yang kurang 
6. Kondisi pengelolaan sampah yang tidak 
beraturan/sembarangan 
                                                          
75 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 
Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Terwujudnya Permukiman 





7. Kondisi Pengamanan Kebakaran yang minim  
 Tentu saja masalah sanitasi dan air bersih memiliki keterkaitan erat 
dengan kawasan  permukiman kumuh. Penghuni kawasan permukiman kumuh 
juga adalah masyarakat penghasilan ekonomi  menengah  ke bawah yang tidak 
memiliki jamban sehat dan air bersih untuk dikonsumsi sehari-harinya. Kawasan 
ini juga rentan masyarakatnya melakukan Buang Air Besar Sembarangan 
mengingat mereka tidak memiliki fasilitas jamban yang memadai dan mereka 
menganggap bahwa itu tidak akan memiliki dampak ke depannya. Padahal, 
dampak dari kegiatan Buang Air Besar Sembarangan  (BABS) akan menjadi 
masalah yang cukup serius dan berbahaya jika dibiarkan  terus-menerus. Sebab, 
limbah dari jamban banyak mengandung typhus, kolera dan hepatitis yang mana 
salah satu penyebab utama penyakit itu adalah dari hewan  lalat.77  Maka dari itu, 
dapat dibayangkan apabila limbah jamban  tersebut tidak dapat dikelola dengan 
baik dan benar.  
 Kota Malang menjadi salah satu kota di Indonesia bahkan di Jawa Timur 
yang terpilih ke dalam proyek USAID IUWASH PLUS disebabkan karena 
Malang merupakan kawasan kota urban. Selain itu, tingkat pertumbuhan 
penduduk setiap tahunnya juga meningkat dan banyak masyarakat yang juga 
melakukan urbanisasi ke Kota Malang. Kota Malang seiring perkembangannya 
menjadi kota yang cukup padat, dengan banyak bangunan yang didirikan yang 
tentunya ini berpengaruh terhadap munculnya pemukiman liar kumuh yang 
berpengaruh terhadap kualitas sanitasi dan air bersih yang dikonsumsi oleh 
                                                          
77 ITS Bebaskan Masyarakat Keputih dari Buang Air Besar Sembarangan, diakses dalam 
https://www.its.ac.id/news/2018/05/28/canangkan-program-odf-bebaskan-wilayah-sekitar-dari-




masyarakat. USAID IUWASH PLUS bekerja bersama dengan pemerintah Kota 
Malang yang memiliki fokus dalam masalah ini seperti Dinas Kesehatan, PDAM, 
dan KOTAKU di bawah Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
